DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Andi Zainal, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa
Pengupasan tentang Delik-delik Khusus), Jakarta: Prapanca.

Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30
Tahun Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.

, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Ali, Mahrus, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar
Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum
dan Etika), Yogyakarta: Ull Press.

Arif, Barda Nawawi, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: Fakultas
Hukum Undip.

Bartens, K., 1997, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bassar, M. Sudradjat, 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: RemadjaKarya.

Bemmelen, Van, 1984, hukum pidana 1, Bandung: Bina Cipta, Bandung.

Budiono, Herlien, 2005, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang
Kenotariatan, Jakarta: PT. Cirra Adtya Bakti.

Chazawi, Adami,2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: RajaGrafindo
Persada.

2005, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum
Pidana. 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT.Raja
Grafindo.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
PN. Balai Pustaka

Farid, Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 1985, Pidana Mati di Indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta: Ghalia
Indonesia.

164



Harahap, Yahya, 2004, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
“Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali”, Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Cahirul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta:
Kencana Prenada Media.

Kartanegara, Satochid, 2003, Hukum Pidana Bagian2, Jakarta: Balai Lektur
Mahasiswa.

Kanter, E.Y.,2001, Etika Profesi Hukum. Sebuah Pendekatan Sosio-Religius,
Jakarta: SinarGrafika.

Lamintang, P.A.F., 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar
Baru.

, 2009, Delik-delik Khusus. Bandung: Sinar Grafika.

, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ke-5,
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maramis, Frans, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Ed ke-1,
Jakarta: Rajawali Pers.

Marpaung, Leden, 2005, Asas teori praktik hukum pidana, Jakarta: sinar grafika.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:
Liberty.

Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesi, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

Notodisoerdjo, R. Soegondo. 1983, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu
Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindi Persada.

Prajitno, A.A. Andi, 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?. Cetakan Pertama.
Surabaya: Putra Media Nusantara.

Prasetyo, Teguh, 2011, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Yogyakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT
Refika.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung:
PT. Refika Aditama.

165



Rahardjo, Satjipto,1983, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,
Bandung: Sinar Baru.

, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,
Yogyakarta: Genta Publishing.

Salim H.S, 2015, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan
Notarism Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Saputro, Anke Dwi, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa
Datang: 100 Tahun lkatan Notaris Indonesia, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka.

Sianturi, S.R. 1983, Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Jakarta: Alumni.

, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Jakarta: Ahaem-Petehaem.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia.

, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R., 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta: Politeia.

Soerodibroto, Soenarto, 2009, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi
Mahakamah Agung dan Hoge Raad, Ed ke-5, Jakarta: Rajawali
Pers.

Soejono dan Abdurrahman, H. 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka
Cipta.

Subekti. 2005, Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

, 2018, Hukum Pidana | (edisi revisi), Semarang: Yayasan Sudarto

Subharto R.M. 1991, Hukum Pidana Materi Edisi ke 11, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika.

166



Tedjasaputro, Liliana. 1991, Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana, Semarang:
Agung.

Wahyuni, Fitri, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tanerang: PT
Nusantara Persada Utama.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, 1996, Etika Profesi Hukum. Semarang: Badan
Penerbitan Universitas Diponegoro.

Jurnal
Adjie, Habib, 2005, “Saksi Pidana Notaris”, Jurnal Renvoi, Volume 22, Nomor 10.
Adjie, Habib, 2006 “Syarat Akta Otentik”, Majalah Renvoi, Volume IV, Nomor 3.

Devi, Ni Made Lailita Sari & Wistra, I Ketut, 2021, “Akibat Hukum Serta Sanksi
Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika
Pembuatan Akta Otentik™, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume
06 Nomor 02.

Djabu, Clara Chyntia, 2022 “Pertanggungjawaban Notaris Atas Tindakan Penipuan
dan Keberpihakan dalam Pembuatan Akta Otentik”, Jurnal
Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, VVol. 10 No. 4

Handayani, Niken Ariska, & Aminah, 2023, “Tanggungjawab Notaris Terkait
Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya”,
Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani: Volume 13 Nomor 1.

Muhammad, Fabryan Nur, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan
Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris”, Jurnal Hukum,
Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1
No. 1

Pratama, Arfian Nanda Yogi, 2019, “Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dalam Pembatalan Sertifikat Karena
Adanya Unsur Pemalsuan”, Jurnal Hukum, Semarang:
Universitas Diponegoro, Vol. 12 Nomor 1

Purwaningsih, Endang, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi
Banten dan Penegakan Hukumnya”, Junal Ilmiah Mimbar
Hukum Volume 27, Nomor 1.

Purnayasa. Agus Toni, 2018, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang
Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autenti’, Jurnal
Hukum Kenotariatan: Volume 3 Nomor 3.

Sandro, Eric., & Tjempaka, 2019, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Autentik
Yang Dibuatnya Dengan Surat Kuasa Yang Cacat Hukum Serta
Tidak Dibacakannya Akta Tersebut (Studi Kasus Putusan

167



Nomor 25/PDT. G/2017/PN. CBI)”. Jurnal Hukum Adigama,
Volume 2, Nomor 2.

Soebagyo, Soegeng Ari, 2017, “Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi
Menjadi Akta Dibawah Tangan”. Jurnal Akta: Volume 4 Nomor
3.

Makalah

Hadi, Koesbiono Saran. 1996, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan
dan Peluang. Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris
Menjelang Tahun 2000”. Yogyakarta: 15 Juni 1996.

Perundang-Undangan
Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
Kitab Undang — Undang Hukum Perdata

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

168



